
GlJBERNUR GORONTALO

PERATURANDAERAHPROVINSIGORONTALO

NOMOR 6 TAHUN2017

TENTANG

PERUBAHANANGGARANPENDAPATANDANBELANJADAERAH
PROVINSIGORONTALOTAHUNANGGARAN2017

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

GUBERNUR GORONTALO,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan keadaan yang

menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan

dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih

tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk
pembiayaan daIam tahun anggaran beIjaIan, maka perlu

dilakukan peru bah an Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Provinsi GorontaIo Tahun Anggaran 2017;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah ten tang

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi

GorontaIo Tahun Anggaran 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985

Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3312) sebagaimana telah diu bah dengan Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3569);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan
Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3688);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program

Pembangunan NasionaI (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3952);
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4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan

Provinsi Goronta1o (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Repub1ik
Indonesia Nomor 4060);

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Repub1ik Indonesia

Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4150);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Penge101aan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 130), Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

12. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);
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13.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5568);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerlntahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587);

15. Peraturan Pemerlntah Nomor 109 Tahun 2000 tentang

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

16. Peraturan Pemerlntah Nomor 24 Tahun 2004 tentang

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota

DPRD sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir

dengan Peraturan Pemerlntah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416);

17. Peraturan Pemerlntah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

18. Peraturan Pemerlntah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4574);
19. Peraturan Pemerlntah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana

Perlmbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4575);
20. Peraturan Pemerlntah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4576);
21. Peraturan Pemerlntah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4578);
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22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman

Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4593);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah,

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada
DPRD, Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4693);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5165);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan

Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah
Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5209);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah

Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5272);
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29. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6057);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang

Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 ten tang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011

Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2017;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang

Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta
Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
35. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 03 Tahun 2006

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah

Provinsi Gorontalo Tahun 2006 Nomor 03 Seri E);
36. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 13 Tahun 2016

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
Gorontalo Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Provinsi

Gorontalo Tahun 2016 Nomor 13).
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Dengan Persetujuan Bersama

DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHPROVINSIGORONTALO

dan

GUBERNUR GORONTALO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TENTANG

PERUBAHANANGGARANPENDAPATANDAN BELANJA DAERAH

PROVINSIGORONTALOTAHUN ANGGARAN2017

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2017 semula beIjumlah Rp1.831.692.829.014,00

berkurang sejumlah RpI6.805.811.978,07 sehingga menjadi

Rp1.814.887.017.035,93 dengan rincian sebagai berikut:

Rp.l.869.119.462.802,85

Rp. (54.232.445.766,92)

Rp.56.808.845.766,92

Rp. 2.576.400.000,00

Rp.l.839.531.898.664,00

Rp. 29.587.564.138,85

Rp. 10.415.469.650,00
Rp. 46.393.376.116,92

Rp. 2.576.400.000,00

Rp. 0,00

a. Pendapatan:

1.Semula Rp. 1.831.692.829.014,00

2. Bertambahj(berkurang) Rp. (16.805.811.978,07)

Jumlah Pendapatan setelah

Perubahan Rp. 1.814.887.017.035,93
b. Belanja:

1. Semula

2. Bertambah/(berkurang)
JumIah Belanja setelah

Perubahan

Surplusj (Defisit

Setelah Perubahan)
c. Pembiayaan:
1. Penerimaan
a) Semula

b) Bertambahj(berkurang)
Jumlah Penerimaan
setelah peru bahan

2. Pengeluaran
a) Semula

b) Bertambahj(berkurang)
Jumlah Pengeluaran
setelah peru bahan

6

BI
RO

 H
UKU

M
 

SE
TD

A 
PR

O
V.

 G
O

RO
NTA

LO



356.398.685.000,00

5.149.230.035,93

6.000.000.000,00
0,00

Jumlah Pembiayaan netto setelah

perubahan Rp. 54.232.445.766,92

Sisa lebih pembiayaan anggaran

Setelah perubahan Rp. 0,00

Pasal2

(1)Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri

dari:

a. Pendapatan asHdaerah:
1. Semula Rp.

2. Bertambah/(berkurang) Rp.
Jumlah pendapatan asHdaerah

sete1ah Perubahan Rp. 361.547.915.035,93

b. Dana perimbangan:
1. Semula Rp. 1.467.294.144.014,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp. (21.955.042.014,00)

Jumlah dana perimbangan setelah

Perubahan Rp. 1.445.339.102.00,00

c. Lain - lain pendapatan daerah yang sah:
1. Semula Rp. 8.000.000.000,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah

setelah Perubahan Rp. 8.000.000.000,00

(2)Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak daerah:
1. Semula Rp.326.098.685.000,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah pendapatan daerah setelah
Perubahan Rp.326.098.685.000,00

b. Retribusi Daerah:
1. Semula Rp.

2. Bertambah/(berkurang) Rp.

Jumlah retribusi daerah setelah
Perubahan Rp. 6.000.000.000,00

c. HasHPengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan:
1. Semula Rp. 4.000.000.000,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
Jumlah hasH pengelolaan kekayaan

daerah sete1ah Perubahan Rp.4.000.000.000,00
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d. Lain -lain pendapatan asHdaerah yang sah:

1. Semula Rp.20.300.000.000,00

2. Bertambahj(berkurang) Ro. 5.149.230.035,93

Jumlah lain-lain pendapatan asHdaerah setelah

perubahan Rp.25.449.230.035,93

(3)Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufb

terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana bagi hasil:
1. Semula Rp.33.691.177.000,00

2. Bertambahj(berkurang) Ro. 0,00

J umlah dana bagi hasil setelah
Perubahan Rp.33.691.177.000,00

b. Dana alokasi umum:
1. Semula Rp.1.019.780.418.014,00

2. Bertambahj(berkurang) Ro. (22.181.547.014,00)

Jumlah dana alokasi umum setelah
Perubahan Rp. 997.598.871.000,00

c. Dana alokasi khusus fisik:

1. Semula Rp.106.209.000.000,00

2. Bertambahj(berkurang) Ro. 226.505.000,00

Jumlah dana alokasi khusus
fisik setelah Perubahan Rp. 106.435.505.000,00

d. Dana alokasi khusus non fisik:
1. Semula Rp.307.613.549.000,00

2. Bertambahj(berkurang) Ro. 0,00

Jumlah dana alokasi khusus
non fisik setelah Perubahan Rp. 307.613.549.000,00

(4)Lain - lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1)hurufc adalah:

a.PendapatanHibah
1. Semula Rp.500.000.000,00

2. Bertambahj(berkurang) Ro. 0,00
Jumlah dana pendapatan hibah setelah
Perubahan Rp. 500.000.000,00
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b. Dana Penyesuaian (DID):
1. Semula Rp.7.500.000.000,00

2. Bertambah/(berkurang) Ro. 0,00
Jumlah Dana Penyesuaian (DID)setelah

Perubahan Rp. 7.500.000.000,00

Pasa13

(1)Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung
1. Semula Rp.1.034.870.651.628,87

2. Bertambah Ro. (50.409.196.899,15)

Jumlah belanja tidak langsung setelah
Perubahan Rp. 984.461.454.729,72

b. Belanja Langsung
1. Semula Rp.804.661.247.035,13

2. Bertambah/(berkurang) Ro. 79.996.761.038,00

Jumlah Belanja langsung setelah
Perubahan Rp. 884.658.008.073,13

(2)Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai sejumlah:

1. Semula Rp.571.774.213.560,07

2. Bertambah/(berkurang) Ro. 1.582.683.439,00
Jumlah Belanja Pegawai setelah

Perubahan Rp. 573.356.896.999,07

b.Belanja Hibah:

1. Semula Rp.296.034.032.500,00
2. Bertambah/(berkurang) Ro. (54.028.412.338,15)
Jumlah Belanja Hibah setelah
Perubahan Rp. 242.005.620.161,85

c. Belanja Bantuan Sosial:
1. Semula Rp. 2.103.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang) Ro. 4.000.000.000,00
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah

Perubahan Rp. 6.103.000.000,00

d. Belanja Bagi Hasil:
1. Semula Rp.148.635.022.694,80
2. Bertambah/(berkurang) Ro. 0,00

Jumlah Belanja Bagi Hasil

setelah Perubahan Rp. 148.635.022.694,80
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e. Belanja Bantuan Keuangan:
1. Semula Rp.l1.324.382.874,00

2. Bertambahj(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Belanja Bantuan Keuangan

setelah Perubahan Rp.l1.324.382.874,00

f. Belanja Tidak Terduga:
1. Semula Rp.5.000.000.000,00

2. Bertambahj (berkurang) Rp.(1.963.468.000,00)
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah

Perubahan Rp. 3.036.532.000,00

(3)Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf b

terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai:
1. Semula Rp.70.359.783.000,00

2. Bertambahj(berkurang) Rp. 9.062.263.500,00

Jumlah Belanja Pegawai setelah

Perubahan Rp.79.422.046.500,00

b. Belanja Barang dan Jasa:

1. Semula Rp.444.029.323.831,13

2. Bertambahj(berkurang) Rp. 68.843.956.400,00

Jumlah Belanja Barang dan

Jasa setelah Perubahan Rp.512.873.280.231,13

c. Belanja Modal:

1. Semula Rp.290.272.140.204,00

2. Bertambahj(berkurang) Rp. 2.090.541.138,00

Jumlah Belanja Modal setelah
Perubahan Rp.292.362.618.342,00

Pasal4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri

dari:
a. Penerimaan:

1. Semula
2. Bertambahj(berkurang)
Jumlah Penerimaan
setelah Perubahan
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b. Pengeluaran:

1. Semula

2. Bertambah / (berkurang)
Jumlah Pengeluaran

setelah Perubahan

Rp.2.576.400.000,00
Rp. 0,00

Rp. 2.576.400.000,00

0,00

0,00
0,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri

dati jenis pembiayaan :
a. SILPAtahun anggaran sebelumnya:

1. Semula Rp.l0.415.469.650,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp.46.393.376.116,92

Jumlah SILPAtahun anggaran sebelumnya

setelah Perubahan Rp.56.808.845.766,92
b. Pencairan dana cadangan sejumlah Rp. 0,00

1. Semula Rp.

2. Bertambah/(berkurang) Rp.

Jumlah Pencairan dana cadangan setelah

Perubahan Rp.
c. Penerimaan pinjaman daerah:

1. Semula Rp. 0,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
Jumlah Penerimaan pinjaman daerah setelah

Perubahan Rp. 0,00

0,00

0,00
0,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri

dati jenis pembiayaan :

a. Pembentukan dana cadangan:

1. Semula Rp.
2. Bertambah/(berkurang) Rp.
Jumlah Pembentukan dana cadangan
setelah Perubahan Rp.

b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah:
1. Semula Rp. 2.576.400.000,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
Jumlah Penyertaan modal (investasi) pemerintah
daerah setelah Perubahan Rp. 2.576.400.000,00
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Pasal5

Da1am keadaan tertentu Pemerintah Daerah dapat melakukan

pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan Iatau
pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan da1am Perubahan APBD

2017, yang selanjutnya disampaikan dalam laporan rea1isasi yang

diusulkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Tahun 2018 tentang

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDTahun Anggaran 2017.

Pasa16
Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah sebagaimana dimaksud da1am Pasa1 1, tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

Peraturan Daerah ini, terdiri dari:
1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;

2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan
Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;

3. Lampiran III Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD,

Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

4. Lampiran IV Ringkasan Perubahan Belanja Menurut Drusan
Pemerintahan Daerah Organisasi SKPD,

Program dan Kegiatan;

5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk

Keselarasan dan Keterpaduan Drusan
Pemerintahan Daerah dan Fungsi Da1am

Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per

Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Kegiatan-kegiatan tahun anggaran

sebelumnya yang belum diselesaikan dan
dianggarkan kemba1i da1am tahun anggaran

ini;

8. Lampiran VIII Lampiran Keuangan Pemerintah Daerah yang
telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.
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Pasal 7
(1) Gubemur menetapkan Peraturan Gubemur tentang Perubahan

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai

Iandasan operasional pelaksanaan.
(2) Peraturan Gubemur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

dilakukan penyesuaian perubahan apabila tetjadi pengeluaran
yang belum tersedia anggarannya, mendapat tambahan

anggaran dari pemerintah pusat yang sudah ada peruntukannya
dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam

Perubahan APBD 2017, yang selanjutnya disampaikan dalam

realisasi yang akan diusulkan dalam Rancangan Peraturan
Daerah Tahun 2018 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan

APBDTahun Anggaran 2017.

Pasa18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran

Daerah Provinsi Gorontalo.
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Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 27 September 2017
     GUBERNUR GORONTALO
                      TTD
              RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 28 September 2017
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO
                              TTD
                  WINARNI MONOARFA

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI

TTD
RIDWAN YASIN, SH,MH

NIP.196504231993031001

LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2017 NOMOR 06
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO:(6/222/17)
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